
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 
NOMOR ({. TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 3 

TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Muna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan tidak sesuai dengan ketentuan * 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan, 
penyesuaian dan penyempumaan;

b. bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 
3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dirasa cukup tinggi sehingga memberatkan masyarakat, 
maka perlu diadakan perubahan tarif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : i. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3029);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonsia Nomor 4048);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4189);

5. Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah* „  
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161);



Menetapkan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah berdasarkan Pcnctapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dedam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang 
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna Nomor 22).

Dengan Perse tujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA

dan 
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 3 TAHUN 
2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN.

Pa sal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3) 
diubah, disesuaikan dan disempumakan sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 disempumakan dan disesuaikan 

serta angka 19 dan angka 20 dihapus, sehingga tertulis dan 
terbaca sebagai berikut:

Pasal 1
1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Muna.



4. Dinas adalah dinas teknis yang berwenang di bidang 
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang 
mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajiib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan 
oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan 
perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan, pedalaman serta laut wilayah kota.

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan 
pedalaman dan/atau laut.

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli 
yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
barn, atau NJOP pengganti.

ll.Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah.

13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender.

14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk 
membeitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besamya jumlah pokok pajak yang terutang.



18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan car a lain ke Kas Umum Daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

19.Dihapus
20.Dihapus
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan pembayaran jumlah kredit 
pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dal am penerapan ketentuan tertentu dalam 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetaan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, 
atau Surat Keputusan Keberatan.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak.

25. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu 
keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

26. Putusan Banding adalah putusan badan Peradilan Pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
oleh Wajib Pajak.

27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarka 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.



29.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah yang teijadi serta menemukan 
tersangkanya.

30. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar 
seluruh pengeluaran daerah.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) disempumakan,
sehingga tertulis dan terbaca sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan.

(3) Tidak termasuk objek PBB-P2 adalah objek pajak yang:
a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan 
dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau 
yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutang \indung, Yrntan suaka alam, hutasv 
wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakukan timbal balik;

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 
intemasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan;

g. dihapus
Ketentuan Pasal 6 disempumakan, sehingga tertulis dan terbaca
sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak 
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. ^



(3) Penetapan besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

(4) Besamya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 
setiap Wajib Pajak.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga tertulis dan terbaca sebagai 
berikut:

Pasal7
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus 

juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh 
persen);

b. Untuk NJOP diatas Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) 
s/d 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) sebesar 0,15% 
(nol koma lima belas persen);

c. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 
keatas sebesar 0,20 % (nol koma dua puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga tertulis dan terbaca sebagai 
berikut:

Pasal8
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan 
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga tertulis dan 
terbaca sebagai berikut:

Pasal 11
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan 
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari keija setelah tanggal diterimanya SPOP oleh 
subjek pajak.

7. Ketentuan Pasal 13 disempumakan, sehingga tertulis dan 
terbaca sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang 

berdasarkan SPPT atau SKPD.



/ 8. Diantara Pa sal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 
Pasal 13A, sehingga tertulis dan terbaca sebagai berikut:

Pasal 13A
(1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling 
lama 6 (enam ) bulan sejak tanggal diterimahnya SPPT oleh 
Wajib Pajak.

(2) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan 
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) disempumakan, sehingga tertulis
dan terbaca sebagai berikut:

Pasal 16
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SPPT;
b. SKPD;
c. SKPDLB;
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 
Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), (3), dan ayat (4) tidak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak 
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh 
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda 
pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat 
sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.



10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) disempumakan, sehingga 
tertulis dan terbaca sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau keberatan, karena 

jabatannya Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 
tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi 

berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau keberatan pajak "  

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan;

e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang 
dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa;

f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan Wajib Pajak atau kondisi 
tertentu objek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administasi dan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal
24, nomenklatur kadaluwarsa disempumakan menjadi 
kedaluwarsa, sehingga tertulis dan terbaca sebagai berikut:

Pasal 23
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa 

setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung 

maupun tidak langsung.



(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
tersebut.

Pasal 24
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang 
pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala 
Daerah.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Muna.
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